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ABSTRAKSI

Naiknya tarif iuran pada BPJS menimbulkan keresahan pada masyarakat, hal tersebut
dibuktikan dengan dilayangkannya gugatan uji materiil di Mahkamah Agung. Melalui
Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, Mahkamah Agung mengabulkan
permohonan hukum sebagian atas gugatan yang diajukan, dengan menyatakan Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang
lebih tinggi serta menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun,
pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang baru dengan
ketentuan yang sama dengan peraturan presiden yang sebelumnya. Penelitian ini memeliki
tujuan untuk mengetahui politik hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2020 terhadap Judicial Review Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM /2020 serta
mengetahui kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Presiden sebagai bentuk
menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian yang
bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Data
yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan
bahwa pertama, Politik Hukum pembentukan Peraturan Presiden membentuk Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai pengaturan lebih lanjut terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020. Kedua, diterbitkannya Peraturan Presiden
dalam menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung merupakan keputusan yang kurang
tepat, karena terdapat pokok substansi putusan Mahkamah Agung yang tidak dan belum
diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yang dalam hal ini
menyebabkan Peraturan Presiden tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah
dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan 7P/HUM/2020.

Kata Kunci: Perpres No. 64 Tahun 2020, Politik Hukum, Judicial Review
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